
a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan 
dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari 
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu 
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 
telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nornor 27 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 
28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana 

Menimbang 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 

• 

BUPATIKLATEN 
PRO VIN SI JA WA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR3J TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2022 

SALIN AN 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023; 

Mengingat 



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 



Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

16. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 81 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 



Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 46); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 218); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nornor 

219); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10); 

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Togas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 

Klaten (Serita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 73); 

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 ten tang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023 (Serita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 31) diubah sebagai 

berikut: 

l. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023. 

MEMUTUSKAN : 

2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2023 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 28); 

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2022 Nomor 31); 

26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2022 Nomor 67) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 20); 

Menetapkan 



(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen 
Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Klaten; 
c. Inspektorat Kabupaten Klaten; 
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 
Klaten; 

BABV 

BAB IV 

PERANGKAT DAERAH SAMPAI 
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 
TU JUAN DAN SA SARAN 
PERANGKAT DAERAH 
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN 
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
PENUTUP 

BAB III 

RENJA 
:PENDAHULUAN 

HASIL EV ALUASI 
BAB I 

BAB II 

Pasal 2 

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 

2023. 

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran 

dari Perubahan RKPD Tahun 2023. 

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 

RKA SKPD. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika berikut: 



Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten; 
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Klaten; 

dan Kepemudaan Kebudayaan, v. Dinas 

e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Klaten; 

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten; 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Klaten; 

h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Klaten; 

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Klaten; 

J· Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten; 
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; 
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Klaten; 
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Klaten; 
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; 

o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten; 
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Klaten; 
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Klaten; 
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten; 
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Klaten; 
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten; 
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Klaten; 



x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Klaten; 

y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Klaten; 

z, Kecamatan Klaten Utara; 
aa. Kecamatan Klaten Tengah; 
bb. Kecamatan Klaten Selatan; 
cc. Kecamatan Kalikotes; 
dd. Kecamatan Ngawen; 
ee. Kecamatan Kebonarum; 
ff. Kecamatan Wedi; 
gg. Kecamatan Jogonalan; 
hh. Kecamatan Gantiwamo; 
11. Kecamatan Prambanan; 
JJ. Kecamatan Manisrenggo; 
kk. Kecamatan Kemalang; 
11. Kecamatan Karangnongko; 

mm. Kecamatan Jatinom; 
nn. Kecamatan Karanganom; 
oo. Kecamatan Tulung; 
pp. Kecamatan Polanharjo; 
qq. Kecamatan Delanggu; 
rr. Kecamatan Juwiring; 
ss. Kecamatan Wonosari; 
tt. Kecamatan Ceper; 
uu. Kecamatan Pedan; 
vv. Kecamatan Karangdowo; 

ww. Kecamatan Ca was; 
xx. Kecamatan Trucuk; dan 
yy. Kecamatan Bayat; 

(3) lsi beserta uraian Renja Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tersebut dalam Larnpiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 



ttd 
SRIRAHAYU 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Cap 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR .3f 

JAJANG PRIHONO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Diundangkan di Klaten 
pad a tanggal I~ ~bcv- 'kl~ '3 

No Verifikator Tanooat Paraf 
1 Sekretaris Daerah ' 2 Asisten Ekbanq I ' ' , 
3 Ka Baa Hukum -A r 
4 Ka Baooedalitbanq ~ . ' 
5 Sekretaris/Kabid ((tr 

v 

BUPATI KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 
pad a tanggal 13 ~krn~r Qo~ i 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati im dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kia ten. 

Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

cap
               ttd

cap
               ttd



r .. 

' ,. 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2023 

LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 

2022 TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2023 

SAU NAN 

37



ttd 
SRI RAHAYU 

Mengesahk:an 
Salinan Sesuai dencan AslinV!I 

a.n SEKRETARIS OAERAH 
ASISTEN PEMERIIIITAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 
u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
Cap 

No Verifikator Tanaaal Paraf 
1 Sekretaris Daerah ' 2 Asisten Ekbanci I ' . 
3 Ka Baci Hukum rr Y' 
4 Ka Bappedalitbano ?, ~ ' 5 Sekretaris/Kabid IP 

v 

BUPATI KLATEN, 

Penetapan P~rubahan Ren<:ana Kerja Perangkat Oaerah (RENJA) 
kabupaten l(laten 

Tohun Z023 

tt.alisa.si Pr•kirun Pr•Jdrun Maju Rtnc.an.1 
Uruul'I/ lidang T•,vet C.pai•n C.•'-n KiMfja d•n Ktrangb Pi!ndal\Nn T•hlln 2024 s>.nngtc.at lndil:,ator Program/ C.~i•n 

Kode Uruuin/ Pros,ram/ Kegi.a~n/ Sub Althir RKPD T•~t T•t9fl 20ll P.gu tndibtif PrtoritM Ke.lompok DMf'ah 
K"51ili..tV Sub Kegliltan ...... Tahun RICPO Sumbcr Sauran PeNft99UM!il 

Kegl•tan RPJMD Tahun RKPD 202) Lak.asi Target P.-.gu lndibtif J,1wa.b 2021 S.mut. Men)adi RKPD 2023 APID 2023 Dano NasloNI 0-.h 
2022 ....... ...., 

Pel"t\lnt•~n Orang 
Aslng. Ten.g, Ke'}I ~nta.uAn o,ang 
.\sing dan As ng, len,91 Ktr,i• 
lemti.g,1 As•ng, At, ng d.\n Ltmbag1 
Kew.upAd.Nn As,ng, KtwilSpldH,n 
Ptrb•tawn •nt.v Ptrb1t1~n ant,1r 
Neg11•, f.s.illi.>s• Neg•,._ fMdttH1 blurahan 

Kelem~nn Kelemba9un Bid~ 
Bld,ng Kew•sl)&dOM.. sem 
Kew,sJ*S,a,1n. "-"•ng•nen Konflik dr 
H·rtf Pf'f\a~l\tf\ Oaerah 
Konfl1k di O.tr•h 

Kab Dana Mempt:rlcu•t Ptn.ngbl•n Masyar•bt 
Juml•l'I Ookumtn Ha~ K•l>Ypaltn Pebks.M\Hn forum Ptl.tk~naan forum Kitten, Transfer St•b•litas kuiil UIS 

l{l,1t.n SADAN 

a 01 06 201 06 
Koord1N1S1 Koo«l1Ms.1 P,mpinan 12 do\ume 11 dotu,11'1'\e 224.960.000 l:'lt000.000 1,411,137.SOO 

s,...,. Umum• Polhu\h•l'llc•m c>ell\',IMl'I s.eluruh 12 dokume 2.eozooo.000 KCSATUAN 
Pimp l\6n Offr1h 

011t11h 
1Ceuma1.11 D•na Dan publ1lc d•n eee .. matan 8ANGSA DAN 

IC•bupotenJICoi., Kobupaten/lCot• -· Alolt.nl Tr,nsformas, reformMI 
dan sebJrvh POLITIIC 

KNur,~n Umum ftet.)t1Nn P\.lbl I( blrolt,1s.i ltelu1,1hln 

TOTAL 
,786, 148.14),709 lz,817, 12),251,468 l, 119,503,887,70 ~ 2,725,4S4,35J,8 a 

ilalaman 630 Perubahan RENJA TA. 2023 
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